
 
 
 

 
 
 

 

BUPATI BANGKA SELATAN 

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 
 

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN 

NOMOR  41  TAHUN 2022 

TENTANG 

PERUBAHAN  KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI  BANGKA SELATAN        

NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG 

  KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH  

KABUPATEN BANGKA SELATAN 

 
BUPATI BANGKA SELATAN, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,  terdapat 

hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati Bangka 

Selatan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi 

Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan, sehingga 

perlu dilakukan perubahan;  

b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan 

Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah perlu 

mengubah  terhadap Lampiran   VIII dan   Lampiran II 

Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 29 Tahun 2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Bupati  Bangka Selatan 

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi 

Permerintah Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Bangka Selatan tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten 

Bangka Selatan; 

 

 

 

 



 

Mengingat 

 

: 

 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang 

Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 

(Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2000 Nomor 

217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4033); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, 

Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor  5679); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang  Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah  Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6757); 

 

 



 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4090); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502), sebagaimana telah  diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Tahun 2012 Nomor 171 Tambahan   

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah  

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4614); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);  

13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Inonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), 

sebagaimana telah  diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Tahun 2020 Nomor 142 Tambahan   Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6523); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 



 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 

tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik  Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2083); 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah  (Berita 

Negara Republik Indonesia  Tahun 2019 Nomor 1447); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);   

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 4 

Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022 

Nomor 4);  

 

MEMUTUSKAN  : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN NOMOR 35 TAHUN 

2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH 

DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN. 

Pasal I 

Beberapa Ketentuan dalam  Lampiran Peraturan Bupati 

Bangka Selatan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Kebijakan 

Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Selatan 

(Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2014 Nomor 

35), sebagaimana telah  diubah dengan Peraturan Bupati 

Bangka Selatan Nomor 29 Tahun 2018 (Berita Daerah 

Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2018 Nomor 29), diubah 

sebagai berikut: 

1. Ketentuan Lampiran VIII diubah sehingga berbunyi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,  yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

2. Ketentuan Lampiran II dalam  Peraturan Bupati Bangka 

Selatan Nomor 29 Tahun 2018  diubah sehingga berbunyi 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang  

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

 



 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai  berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diundangkan di Toboali 

pada tanggal  8  Juli  2022 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANGKA SELATAN, 

 

 
 

 
 

              EDDY SUPRIADI 
 
 

 

Ditetapkan di Toboali 

pada tanggal    8  Juli  2022 

BUPATI BANGKA SELATAN, 

 

 
 

 
 
        RIZA HERDAVID 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2022  NOMOR 41 


